
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
MASA BHAKTI 2014-2019 TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
Masa Bhakti 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015 telah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Lubuklinggau Masa Bhakti 2014 - 2019 Tahun
Anggaran 2015;

b. bahwa akibat fluktuasi ekonomi masyarakat yang
memicu perubahan harga sewa rumah yang ada di Kota
Lubuklinggau, maka Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau yang didasarkan pada Perhitungan harga
sewa rumah di Kota Lubuklinggau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Lubuklinggau Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa
Bhakti 2014-2019 Tahun Anggaran 2015;

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang

Mengingat



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Perribagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun
2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan



9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

11. Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 69 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angaran 2015 (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 69);

13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 77 Tahun 2014
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
Masa Bhakti 2014-2019 Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Tanggal 4
Januari Tahun 2006 Nomor 188.31/006/BAKD perihal
Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau tanggal 17 April 2015 Nomor
900/101/Setwan/IV/2015 tentang Penyampaian
Keputusan Rapat Tim Survey tentang Penyesuaian
Tunjangan Perumahan dengan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2015 (Nota
Kesepakatan Bersama antara Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Lubuklinggau tanggal 06 April 2015 tentang
Penyesuaian Tunjangan Perumahan bagi anggota DPRD
Kota Lubuklinggau dan Surat Perjanjian sewa rumah
tinggal di Jalan Garuda Merah No. 18 RT 005
Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat
II Kota Lubuklinggau antara Hj. Sri Komala Dewi
dengan Cholil Amin tanggal Desember 2014);

3. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
tanggal 23 Januari 2015 Nomor
160/00140/Setwan/2015 Perihal Tunjangan
Perumahan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Menetapkan



Menetapkan • PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 77
TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BHAKTI
2014-2019 TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 77 Tahun
2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 77) diubah sebagai benkut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di tetapkan sebagai berikut :

a. Pimpinan DPRD
1 Ketua RP- 14.000.000,-/bulan
2 Wakil - Wakil Ketua Rp. 13.500.000.-/bulan

b. Anggota RP- 13.000.000.-/bulan

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan dibidang perpajakan

Pasal II

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan/J^^^hKo^
Walikota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mel 2©ic

walikotaJlubuklinggau,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mtl *?«

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRAN^PUTRA SOHE

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 20<S NOMOR 12


